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KAJIAN TEORETIS

A. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan
teknis, teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan/jabatan meallui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan
keahlian teoretis, konseptual, dan moral karyawan sedangkan latihan bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan,
workshop bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi diluar

perusahaan.

Sedangkan Andrew F. Sikula mendeskripsikan pengembangan sebagai
berikut: pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu

proses penmdidikan jangka panjang mengunakan suatu prosedur.

a. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan
mendayagunakan kemampuan hidup life skill (keahlian hidup) yang dimiliki oleh
masyarakat. Pengembangan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian
suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih
baik selama priode tertentu. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja
untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah
terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya
untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan
mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui

Pengembangan Ekonomi.
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Pengembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan
ekonomi suatu masyarakat atau lainnya mengalami perubahan berupa
perkembangan dari beberapa sector dan faktor pendukungnya. Dalam
pengembangan ekonomi ada beberapa faktor pendukung yaitu sumber daya alam
(SDA), aumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) dan
budaya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kesejahteraan
masyarakat dapat berkembang. *

b. Model-model pengembangan masyarakat

Terdapat tiga model pengembangan masyarakat yaitu:

1. The welfare approach, yang dilakukan dengan memberikan bantuan kepada
kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah.

2.The development approach, yang dilakukan terutama dengan memusatkan
kegiatnnya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan utuk
meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

3. The empowerment approach, yangbdilakukan dengan melihat kemiskinan
sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih

rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.’

c. Manajemen pengembangan masyarakat

Program-program  pengembangan masyarakat secara umum
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah.
Pengembangan secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari
perencanaan, pengoordinasikan dan pengembangan berbagai langkah penangan
program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya
menekankan penerapan community based management (CBM) yaitu pendekatan
pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

lokal sebagai dasarnya.

! Dimas Rizki Ramadhan, “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui

Bumdes Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan” Skripsi ( Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, tahun 2019)

2 Munawaroh, “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha
Milik Desa” Skripsi, (Jakarta: Universutas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)
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CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik

pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan

mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada

ditangan oraganisai-organisasi dalam masyarakat didaerah tersebut. Kebanyakan

pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa

langkah secara bertahap sesuai kodisi dan kebutuhan masyarakat yang yang

menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan

program diantaranya yaitu:

1.

2
3
4.
5
6

tahap problem posing (pemaparan maslah)

. tahap problem analysis (analisis masalah)

. penentuan tujuan (aims) dan sasaran (objektive)

tahap action plans (perencanaan tindakan)

. tahap pelaksanaan kegiatan

. tahap evaluasi

d. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat

Prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses dalam
pengambilan keputusan pembangunan dan secara gortong royong
menjalankan pembangunan.

Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai
kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam
menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

Demokratis. Setiap pengambikan keputusan pembangunan dilakukan
secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada
kepentingan masyarakat miskin.

Transparansi dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang
memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan
sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan
dipertanggung gugatkan baik secara moral, teknis, legal maupun

administrative.
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5) Keberlanjutan setiap pengambilan keputusan harus mempertimbanhkan

kepentigan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi

juga dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarianlingkungan.

e. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selainmamapu

memunculkan kesadaran juga potensi menguatakan kapasitas capacity

buliding sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi

ketertinggalan, keterbelekanagan, kemerosotan, moral, ketunaan, kebodohan,

ketakberdayaan dan kemiskinan.

f. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan

orientasi pengambilan keputusan keberkelanjutan kegiatan pengembangan

masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:

1.
2.
3.

Mengeentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadlian.
Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah
dan tak berdaya.

Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata

Meningkatan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas
tahun bagi setiap anggota masyarakat desa maupun kota.

Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan , keterelakangan,
ketertinggalan, ketidakberdayaaan, keterisoliran, ketergantungan dan

kemerosotan moral.

B. Efektvitas Program

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa inggris

yaitu effectivie yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan

baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti kata

efek, pengaruh, akibat atau dapatmembawa hasil. Efektivitas merupakan suatu
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keadaan yang menunjukan sejauhmana rencana dan sasaran dapat tercapai.
Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan
tersebut, sehingga efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan
yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas adalah
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menganalisis sejumlah barang atas jasa

kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Steers mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha
suatu program sebagai suatubsistem dengan sumber daya dan sarana tertentu
untuk memenuhi tujuan dan saraanya tanpa melumpuhkan cara dan sumber day

aitu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya.®

Menurut mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan
tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,
maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan
unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Sesuai
dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.’
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas dalam penelitian ini adalah siuatu keadaan yang
menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan m,anajemen dalam usaha mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

BUMDes Sujung Sejahtera yang pada dasarnya juga merupakan organisasi
lembaga ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes adapat dikatakan
baik dan efektif apabila mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Budiani bahwa
untuk suatu pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan indicator-

indikator sebagai berikut:

3 Popon Sris Sulistiawati , Torik Akbar S, “Efektivitas Ekonomi Produktif Bagi Mantan
Korban Napza” Dalam Jurnal Social Ekonomi Dan Humaniora (JSEH). Volume 5 Nomor 1 2019
(PP.8-16)

* Mujahid Ansori, “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamtan Kopang Kanupaten Lombok Tengah
Uin Mataram 2019
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Ketepatan sasaran program

o 2

Sosialisasi program

o

Tujuan program

o

Pemantauan program

Sedangkan menurut Ahmad Wito Subagyo dalam tesisnya, untuk mengukur
indicator keefektivitasan program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan penggunaan dana
b. Tingkat pengembalian dana
c. Pelatihan.®

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Menurut Richard M Streers, terdapat empat faktor yang mempengaruhi

efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap
seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.
Struktur merupakan cara unik menempatkan manusia dalam rangka
menciptakan sebuah organisasi. Dalam stuktur, manusia ditepatkan
sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif yang akan menentukan
pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah
lingkungan ektream yaitu lingkungan yang berada di luar batas
organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam
pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah
lingkungan intern yang di kenal sebagai iklim organisasi yaitu
lingkungan intern yang secara keseluruhan dalam lingkungan
organisasi.

3. Karakteristik pekerjaan merupakan faktor yang paling berpengaruh

terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan

® Arief Hudiono, “Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa” IAIN PURWOKERTO :2018, H. 11
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banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu
sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organiasi.jadi apabila
suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organiasasi tersebut harus
dapat mengintgrasikan tujuan individu dan organisasi.

4. Karakteristik menejemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang
dirancang untuk mengkondisiskan semua hal yang di dalam organisasi
sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek menejemen
merupakan alat bagi pinpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan
guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan
praktek menejemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya
mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini
meliputi penyusunantujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas
sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi,proses komunikasi,
kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap

perubahan lingkungan inovasi organisasi.’

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
1. Pengembangan Desa dan Kesejahteraan Melalui BUMDes
a. Pengertian desa

Desa merupakan suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia
denganlingkungannya. Hasil perpaduan tersebut seabagai wujud atauketampakan
di muka bumi yang ditimbulkan oelh unsur-unsur fisiografis (fisis), social,
ekonomi, politik dan kulturan yang saling berinteraksi di antara unsur tersebut,
serta hubungannya dengan daerah-daerah lain. Menurut Undang-undang Nomor 6
Tahnu 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa Desa adalah desa
dan desa adat aau yang disebut dengan nama lai, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

® Masruri Dan Imam Muazansyah,  Analisis Efektivitas Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-NP)” Jurnal Universitas Kaltara, Vol.4 No
2.(Juni 2017) Hal.4-5
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui
pemerintahan Negara.
b. Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendaptan-
pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukan dengan
menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional PDRB untuk
tinggat wilayah. Defenisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian
pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan eknomi
hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegitan ekonomi
dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu
dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan
finansial dalam kehidupan masyarakat. ’
c. BUMDes
1. Pengertian BUMDes
Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan strategi dan pelibatan
masyarakat desa setempat. Salah satu wujud dalam suatu pembangunan
dan pemberdayaan dikawasan perdesaan, yakni dengan adanya Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan
dikelola dengan atas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan
semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam
Undang-Undang nomor 6tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 vyang
menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes, vyaitu a.
Pengembangan usaha dan b.Pembangunan desa
Pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk
masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sehingga dalam pelaksanaanya banyak desa yang mendirikan BUMDes
berorientasi pada pemberian dana bergulir.

" Arif Eko Wahyudi Arfianto, Ahmad Riyadh U. Balahmar Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pembangunan Ekonomi Desa JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1,Maret 2014
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Seharusnya dalam pendirian BUMDes dapat difokuskan pada
pemeberdayaaan desa dengan melihat potensi desa yang sesuai dengan
topografi desa, demografi dan kultur masyarakat desa itu sendiri. Dengan
melihat potensi desa sebagai landasan untuk pendirian sebuh BUMDes,
maka diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dapat memunculkan
beragam produk unggulan desa, dan destinasi wisata desa berbasis
kearifan kearifan local. Karena BUMDes sebagai penopang ekonomi dari
penyelanggaran pemerintahan desa, bukan hanya memberikan dampak
bagi masyarakat desa tetapi bukan tidak mungkin dapat pula menjadi

penopang ekonomi nasional.?

2. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Pendirian BUMDes dilandasi oleh beberapa Undang-Undang dan peraturan
diantaranya:
1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Sampai Dengan
90

I. pasal 87 ayat (1), desa dapat mwndirikan badan usaha milik desa yang
disebut BUMDes.
Ayat (2),
“BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
“ii. Pasal 88 Ayat (1)
“Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa”

ayat (2),

® Irfan Nursetiawan “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes” Jurnal
Moderat, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018: http://jurnal.unigal.ac.id/inex.php/moderat
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“Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa.*

iii. Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. “pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat
miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan
dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja desa”.

iv. Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daeragh  Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa mendorong

perkembangan BUM Desa dengan:

a. “memberikan  hibah  dan/atau  akses
pemodalan
b. Melukan pendampingan teknis dan akses ke
pasar; dan
c. Memprioritaskan BUM  Desa dalam
pengelolaan sumber daya alam di Desa”
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Mikro, Ketentuan
Umum Pasal 1 Ayat (1)
“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM
adalah lembaga keuangan yang khusus didirakan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan
masyarakat, baik melalui pinjaman atau pemberian jasa consultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari
keuntungan.”
(3) .Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertingal, Dan Transimigrasi
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendiran, Pengeurusan Dan Pengelolaan,Dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa



